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ABSTRAK 

  Skripsi ini berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap pencegahan 

perkawinan karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin”(Studi Kasus di 

Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo) sekripsi ini adalah hasil dari penelitian 

lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana deskripsi perkawinan 

tidak membawa mas kawin Dan bagaiman Analisis hukum Islam terhadap 

perkawinan tidak membawa mas kawin di Desa Suwaluh Kecamatan 

Balongbendo? 

 

Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah 

data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif dengan pola pikir deduktif, dengan memaparkan, menjelaskan dan 

menganalisa terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini adalah gambaran kasus perkawinan tidak membawa mas kawin  

studi kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, yang kemudian dianalisis 

menggunakan Hukum Islam. 

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam Hukum Islam sudah jelas 

bahwa untuk melakukan pernikahan harus membawa mas kawin. Karena mas 

kawin adalah salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. Dan dasar hukum 

yang di gunakan yaitu al Qur’an dan hadis serta KHI jadi dalam kasus yang di 

alami kedua calon mempelai tersebut telah melenceng menurut hukum islam 

karena perkawinanan tidak membawa mas kawin dan terjadilah pencegahan 

perkawinan di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. kemudian Untuk 

mengatasi kasus seperti ini, maka sepatutnya Pemerintah memberikan aturan yang 

jelas dan tegas agar sistem peradilan di Indonesia dapat menyelesaikannya secara 

baik, terutama kasus yang dialami oleh kedua calon mempelai. 

 

Saran bagi Masyarakat Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo perlu 

merubah paradigma dalam hal mahar, untuk membentuk keluarga sakina 

mawaddah warahmah, dan harus memahami syarat – syarat pernikahan kemudian 

juga perlu mengutamakan penyederhanaan prinsip – prinsip hukum Islam agar 

tidak membebani pelaksanaan hukum islam dalam hal pernikahan dan mahar. 
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                                                 BAB I 

                                       PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk 

membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinan, di 

samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Kemudian, pernikahan  

juga merupakan perjanjian suci atau  jalinan ikatan yang hakiki antara 

pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang 

sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan 

yang lepas bebas menjadi tanggung jawab. Pernikahan bertujuan untuk 

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis 

dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahteran 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup, sehingga timbulnya kebahagian, yakni rasah kasih 

sayang antara anggota keluarga.           

  Perempuan dimuliakan dengan tidak ada kewajiban dipundaknya 

untuk mencari  nafkah  maupun bekerja. Pemberian mahar atau  mas 

kawin kepada  perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh 

seorang laki-laki atau suami ketika aqad.                                                     

 Mahar tidak dimaksudkan sebagai cara pembayaran untuk membeli 

perempuan dari orang tua, kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh 

laki-laki, misalnya dieksploitasi untuk mencari uang.  Mahar adalah 

perintah  Allah dan harus menjadi syarat nikah.  Mahar  bisa penting atau 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

 
 

tidak penting. Oleh karena itu, ada semacam kearifan yang perlu diteliti 

lebih lanjut, yaitu  Mahar menunjukkan  kesucian perkawinan dan 

menghormati status perempuan dan keluarganya. Selain itu, mahar juga 

dapat menunjukkan keseriusan niat baik laki-laki. Sebagaimana telah 

disinggung di atas, mahar ini hanya berlaku untuk laki-laki, karena 

menurut prinsip syariat Islam perempuan tidak memiliki beban mata 

pencaharian. Baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi pihak laki-

lakilah yang diberi  kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun 

mahar.Karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari 

rizki, sedangkan hal tersebut bukan lah suatu tanggung jawab yang mudah 

atau enteng.Islam memandang bahwa pernikahan adalah dalam rangka 

menjagakehormatan dan kemuliaan perempuan.Pernikahan dalam Islam 

telah memposisikan hubungan suami istri adalah hubungan persahabatan, 

bukan hubungan atasan bawahan dan bukan majikan dengan pekerja. 

Tujuan pernikahan untuk meraih sakinah mawaddah wa rahmah bagi 

suami istri bukannya justru malah mengeksploitasi secara srampangan 

dengan asas legalitas dalam bentuk telah memberikan mahar atau tebusan 

atau uang panai semata.      

 Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari 

hukum dan pengaruh pernikahan.Mahar adalah pemberian dari calon 

suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.Pemberian tersebut sebagai syarat 
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sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Sesuai firman 

Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa‟ ayat 4 

يئاً } ر  نْهُ ن فْسًا ف كُلوُهُ ه ن يئاً م  بْن  ل كُمْ ع نْ ش يْءٍ م  نَّ ن حْل ةً ۚ ف إ نْ ط  دقُ ات ه  آتوُا الن  س اء  ص  { 4و    

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa‟ ayat 4) 1. 

 Menurut Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian 

wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri 

di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan 

kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.2  

 Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk membeyar mahar. 

Pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:“calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 

yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah 

pihak.”Pasal tersebut menyatakan bahwa ada kewajiban bagi mempelai 

pria untuk membayar mahar kepada mempelai wanita atas dasar 

kerelaan.Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon 

mempelai lakilaki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada 

 
1 Departemen Agama RI, Al Quran  dan Terjemahan, Jakarta: CVJ-ART, 2004.  
 
2Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 78. 
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setelah berlangsung akad nikah.Demikian pula yang menerima bukan 

calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak 

menerima mahar setelah adanya akad nikah.Tetapi agama islam tidak 

pernah memberatkan umatnya tentang kewajiban membayar mahar. Pada 

pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Penetuan mahar 

berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh 

ajaran islam”.Maka dalam hal ini harus dapat dipahami secara jelas dan 

bijaksana sehingga masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya 

perkawinan.Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, 

baik yang tinggal di perkotaan, perdesaan, maupun di wilayah-wilayah 

terpencil.Ajaran agama yang didapatkan biasanya adalah agama turun 

temurun dari para leluhur, maka dari itu seringkali masyarakat perdesaan 

dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman tidak mendapatkan 

pendidikan agama yang cukup layak sehingga tidak mengetahui rukun dan 

syarat perkawinan yang harus dipenuhi jika hendak melaksanakan 

perkawinan. Salah satu hal yang sering kali dilupakan dalam perkawinan 

adalah membayar mahar atau mas kawin.Perkawinan yang dalam akadnya 

tidak dinyatakan kesedian untuk membayar mahar oleh pihak calon suami 

kepada calon istri, dalam ajaran Islam dinamakan nikah tafwidh.3 

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak yang belum 

menyadari bahwa membayar mahar atau mas kawin adalah suatu 

 
3Abd. Shomad,  Hukum Islam Penormaan: Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia(Jakarta: 

Kencana, 2010), 306. 
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kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan, masyarakat 

beranggapan bahwa mas kawin hanyalah pelengkap dari sebuah 

perkawinan.Padahal Islam sangat memperhatikan dan menghargai 

kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya 

adalah hak menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami 

kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapa pun. Orang lain 

tidak boleh menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suami sendiri, 

kecuali dengan kerelaan istri.4 

Contoh nikah tidak membawa mas kawin terdapat dalam 

perkawinan antara kedua calon mempelai yang dilangsungkan pada 

tanggal 27 agustus 2020 di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 

Perkawinan tersebut sebernanya berjalan normal seperti perkawinan pada 

umunya, tetapi terjadi suatu kejanggalan ketika dalam akadnya tidak 

membawa mas kawin.Kasus ini menarik untuk dikaji karena sebenarnya 

pengaturan mahar sudah terdapat dalam Hukum Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam, tetapi dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan- 

penyimpangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin 

mengangkat permasalahan menikah tidak membawa mas kawin untuk 

menjadi bahan kajian yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian 

berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN 

 
4Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakat,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),  85. 
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PERKAWINAN KARENA MEMPELAI LAKI LAKI TIDAK 

MEMBAWA MAS KAWIN” 

B. Identifikasi masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi tentang terjadinya pencegahan pernikahan karena tidak 

membawa mas kawin di Desa Suwaluh kecamatan Balongbendo. 

2. Deskripsi tentang alasan pencegahan perkawinan karena tidak 

membawa mas kawin di Desa Suwaluh kecamatan Balongbendo. 

3. Analisis Hukum Islam terhadap“pencegahan perkawinan” karena tidak 

membawa mas kawin di Desa Suwaluh kecamatan Balongbendo. 

C. Batasan masalah 

Dengan adanya permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah 

yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi kasus pencegahan perkawinan karena tidak membawa    

mas kawin di Desa Suwaluh kecamatan Balongbendo. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap pencegahan perkawinan karena 

tidak membawa mas kawin di Desa Suwaluh Kecamatan 

Balongbendo. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kasus pencegahan perkawinan karena mempelai laki laki 

tidak membawa mas kawin(Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan 

Balongbendo)? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pencegahan perkawinan 

karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin (Studi Kasus di 

Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo)? 

E. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian singkat dari penelitian / penelitian 

yang dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga jelas bahwa 

penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan duplikasi atau duplikasi 

dari penelitian / penelitian yang sudah ada.5yaitu: 

 

1. Penelitian Eni Sukarsih (2004) yang berjudul "Analytical Opinion 

Research"Imam Malik tentang penundaan pembayaran 

Mahar.6Ternyata mahar itu bukan untuk perempuan, melainkan Mahar 

adalah untuk memberi penghormatan kepada seorang wanita untuk 

meningkatkan statusnya dan meningkatkan statusnya. Para ulama 

sepakat bahwa mahar dapat diberikan secara penuh atau sebagian 

dalam bentuk uang tunai atau hutang, tetapi harus dipahami secara 

 
5 “Fakultas syariah dan Hukum”,panduanskripsi,(Surabaya:2017),8. 

 
6Eni Sukarsih, Studi  Analisis  Terhadap  Pendapat  Imam Malik: Penundaan  PembayaranMahar, 

(Semarang:   IAIN Walisongo Pres, 2004) 
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detail. Soal keterlambatan pembayaran mahar, ulama termasuk Imam 

Malik terpecah. Imam Malik berpendapat bahwa ia hanya 

diperbolehkan untuk menunda pembayaran mahar dalam tenggang 

waktu terbatas dan menetapkan batas waktu, tetapi menyarankan agar 

sebagian dari mahar (dukhul) dibayarkan di muka saat bersenggama. 

Pandangan Imam Malik didasarkan pada perbuatan orang Madinah 

saat itu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Futihatul Aini (2008) yang berjudul 

Ayat Al-Qur‟an Sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma‟anil 

Hadits).7 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat 

menentukan tingkat mahar atau jenis mahar yang harus dikeluarkan 

oleh calon pengantin untuk istrinya.Ukuran dan bentuk mahar harus 

selalu ditentukan oleh kesederhanaan. Nash al-Qur'an (Nash al-

Qur'an) hanya memberikan informasi sebagai berikut: Mahar adalah 

hadiah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya tanpa 

batasan khusus. Dari sekian banyak hadits para nabi. Ada ajaran 

bahwa mahar bisa berupa barang-barang bernilai tinggi, barang 

sederhana, atau jasa atau hal-hal yang memuaskan perempuan, seperti 

mengajar Alquran atau mengajarkan ilmu agama lainyang bisa 

dimanfaatkan oleh calon. pengantin. Mahar dengan beberapa ayat 

Alquran yang diberikan seorang teman kepada Haulah Bint Hakim 

dianggap mahar yang paling ringan di antara mahar lainnya. Namun, 

 
7  Futihatul Aini, Ayat Al-Qur‟an Sebagai Mahar dalam Pernikahan Studi Ma‟anil Hadits, 

(Semarang:  IAIN Walisongo Pres, 2008) 
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setelah diteliti, jelas seorang teman perlu mengajarkan sesuatu. Kitab 

Suci digunakan sebagai mahar untuk istrinya. Oleh karena itu, konteks 

mahar dan Alquran yang ada dalam Hadits memiliki makna yang 

sangat luhur. 

3. Abdul Qohir Zakaria (2008) melakukan penelitian yang berjudul 

“Dampak Praktik Tukenan terhadap Perkawinan dari Perspektif 

Hukum Islam” (studi kasus berlokasi di Desa Timbulsloko, 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak).8 

Hasil penelitian ini pertama kali menunjukkan bahwa adat 

Turkmen di Desa Timbulusko adalah adat istiadat, dan tidak ada doktrin 

tentang hukum  normatif Islam. Namun nyatanya, masyarakat menilai hal 

ini baik dan perlu dijaga. Masyarakat Desa Timbulsloko. Tujuan 

dirumuskannya kebiasaan tukonan adalah untuk membantu mengurangi 

beban perkawinan bagi perempuan.Kedua, dampak dari pendekatan ini 

ada. 

 

 

F. Tujuan penelitian 

     Ada pun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai 

berikut: 

 
8 Abdul Qohir Zakaria, Implikasi Praktek Tukonan terhadap Pelaksanaan Perkawinan 

dalamPerspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung 

KabupatenDemak, (Semarang:  IAIN Walisongo, 2004) 
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1. Untuk mengetahui diskripsi pencegahan Perkawinan karena mempelai 

laki laki tidak membawa mas kawin (Studi Kasus di Desa Suwaluh 

Kecamatan Balongbendo). 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pencegahan 

Perkawinan karena mempelai laki laki tidak membawa mas kawin 

(Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo). 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan ada nya penelitian diatas, maka studi ini diharapkan bisa 

bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Penggunaan teoretis 

Guna memajukan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

perkembangan ilmu keislaman, dan membantu pemikiran penulis, 

sehingga pembaca dapat lebih mengetahui tentang pencegahan 

perkawinan, karena tidak membawa mas kawin. 

2. Secaracara praktis 

pencegahan pernikahan, karena tidak membawa mahar (mas 

kawin). Selain itu, penelitian dan informasi diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan pemecahan masalah kepada mereka yang membutuhkan 

khususnya penulis dan mahasiswa hukum. 

 

H. Definisi Operasional 

Karena suatu istilah sering kali menimbulkan berbagai penjelasan, 

penulis berpendapat bahwa beberapa istilah yang digunakan dalam judul 
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skripsi ini perlu dijelaskan terlebih dahulu.  Istilah utama perlu dijelaskan, 

termasuk: 

1.  Mahar (mas kawin) Mahar disebut hadiah dari seorang pria kepada 

seorang wanita untuk menyenangkannya dan membuatnya bahagia. 

Melawan kekuasaan pria atas dirinya.9Mengenai penetapan mas kawin, 

penulis mengacu pada mas kawin yang ditentukan untuk anak perempuan 

oleh keluarga wanita pada saat menikah. 

2. Pernikahan adalah kesepakatan yang sakral, tegas antara pria dan wanita 

untuk hidup bersama secara legal untuk membangun keluarga yang kekal, 

sopan, damai dan bahagia.10Pernikahan yang penulis maksud di sni adalah 

untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling 

menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah mawaddah warahmah). 

3.  Hukum Islam dalam hal ini adalah menggunakan teori Al-Qur’an, Surat 

An-Nisa ayat 4 dan hadis serta, dan KHI yang di jadikan produk Hukum, 

maka masyarakat islam khususnya dalam lembaga peradilan agama 

mempunyai materi Hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam. 

 

I. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan 

beberapa metode penelitian yang di antaranya adalah: 

 
9Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid II, (Bandung: Alma’ruf, 1981), 220. 
10Soebekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1976), 23. 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan 

mengkaji tentang kasus pencegahan perkawinan karena mempelai laki 

laki tidak membawa mas kawin di desa Suwaluh kecamatan 

Balongbendo. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode pola pikir induktif yang bersifat normatif, yaitu 

metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat 

umum tentang mas kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang 

selanjutnya akan di terapkan pada kasus yang khusus.  

2. Data yang dikumpulkan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

dihimpun meliputi: 

a.  Profil keluarga yang melakukan pencegahan perkawinan karena 

tidak membawa mas kawin saat akad nikah. 

b.  Faktor yang melatar belakangi terjadinya pencegahan perkawinan, 

dan 

c.  Deskripsi pencegahan perkawinan. 

3. Sumber data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder yang 

akandijelaskan sebagai berikut: 

a. Sumber primer 
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  Yakni sumber data yang bersifat utama dan penting, untuk 

mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dari penelitian 

tersebut.11Dalam hal ini adalah kedua calon mempelai yang 

melakukan pernikahan (mempelai perempuan dan mempelai laki 

laki),saksi dan tokoh masyarakat. 

b. Sumber skunder 

Yaitu sebuah data atau laporan yang diperoleh dari literature 

dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti, kitab fiqih, 

karya ilmia, al-Qur’an dan terjemahannya dan peraturan perundang-

undangan yang ada hubungannya dengan judul yang akan dikaji.  

4. Teknik pengumpulan data 

Yaitu teknik pengumpulan data yang secara nyata digunakan 

dalam penelitian dan merupakan bagian yang terpenting dalam suatu 

penelitian.12Untuk memudahkan proses pengumpulan data, maka 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara(Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, dengan 

menanyakan langsung kepada informan dan subjek penelitian daftar 

pertanyaan, kemudian dilengkapi dengan alat perekam, dalam 

prakteknya peneliti langsung menemui informan dan subjek 

 
11BambangSunggono,metodologipenelitianHukum,(Jakarta:PT.RajaGrafindo,1997),116. 

 
12Fakultas syari’ah dan Hukum,panduanskripsi,(Surabaya:2017),9. 
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penelitian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati..13 

Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari pemberi informan 

melalui sesi tanya jawab dengan pihak yang berperkara (baik 

mempelai pria dan wanita, saksi, dan tokoh masyarakat) yang 

memenuhi persyaratan sistematis dalam tujuan penelitian, sehingga 

peneliti dapat memahami alasan fenomena permasalahan ini. 

b.Dokumentasi 

Yakni teknologi pengumpulan data yang dilengkapi dengan 

pengumpulan data berupa catatan, buku, arsip dan dokumen yang 

berkaitan dengan penulisan hasil penelitian.14 

5. Metode analisis data 

Metode analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan 

dengan pengelolaan yang telah dikumpulkan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah.15. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif ini untuk 

memaparkan dan menggambarkan tetntang terjadinya pencegahan 

perkawinan karena tidak membawa mas kawin di desa Suwaluh 

kecamatan Balongbendo. 

J. Sistematika Pembahasan 

 
13SitiSyamsiyah,“factor penentu kemenangan Mega wati dalam Pilpres 2009 diKecamatanSepuluh 

Kabupaten Bangkalan”  (Skripsi-UIN  SunanAmpel,Surabaya,2010),18. 
14Ibid.,19. 
15Fatta AL Hanif “Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing 

perusahaan dan organisasi modern”, (Yogyakarta:  C,  Vandi Offset,  2007),  1. 
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Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5  bab, di mana 

dalam setiap bab terdapat  sub –sub pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI merupakan Kajian Teori yang memuat 

tentang kedudukan mahar, pengertian mahar secara umum, mahar menurut 

dasar hukum Islam, syarat-syarat dan macam macam mahar, mekanisme 

pembayaran mahar. Kajian Teori, yang meliputi analisis hukum islam 

tentang mahar . 

BAB III: PENCEGAHAN PERKAWINAN KARENA TIDAK 

MEMBAWA MAS KAWIN STUDI KASUS DI DESA SUWALUH 

KECAMATAN BALONGBENDO. 

a. Gambaran umum tentang Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 

b. Praktik pencegahan perkawinan karenan tidak membawa mas kawin 

studi kasus Di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN 

TIDAK MEMBAWA MAS KAWIN (studi Kasus di Desa Suwaluh 

Kecamatan Balongbendo) 

BAB V:ini merupakan pokok dari pembahasan tentang penutup yang 

berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yakni analisis hukum 

Islam terhadap pencegahan perkawinan karena tidak membawa mas 

kawin. 
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BAB II 

KEDUDUKAN MAHAR 

A.  Mahar 

1. Pengertian Mahar 

Mahar berasal dari bahasa Arab al-mahr, jamak al-muhur atau 

muhurah. Kata-kata yang lahir dengan mahar adalah al-shadaq, nihlah, 

faridhah, ajr, hiba, 'uqr'ala'iq, thaul dan nikah. Kata-kata bahasa Indonesia 

ini diterjemahkan menjadi mas kawin atau mas kawin. Mahar diartikan 

sebagai “harta, yaitu hak-hak istri suami berdasarkan kontrak atau akta 

perjanjian bersama.”1Maha atau mahar adalah hak istri sebagai 

kompensasi untuk menikah dengan seorang pria.2Dalam artian, mahar 

adalah "hadiah wajib calon.Suami memberikan calon istri perasaan cinta 

yang tulus kepada istri yang tercipta di hati calon suami. Atau," untuk 

keberatan atau pelayanan (pembebasan, pengajaran, dll. )Dalam bentuk 

hadiah wajib untuk calon suami kepada calon istri ".3 

Sementara itu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan mas 

kawin sebagai pemberian uang atau barang wajib dari mempelai pria 

 
1  Amiur Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 

Prenda Media, 2004), 64. 

2Hafizh Ali Syuaisyi, Kado Pernikahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012),  35. 

3Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 84.  
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kepada mempelai wanita saat penandatanganan akad nikah.4Sedangkan 

menurut ulama yaitu: 

a) Menurut Mazhab Shafi’i mahar adalah sesuatu yang 

diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. 

b)  Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan 

seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun 

persetubuhan. 

c)  Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang 

dibarikan kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhan 

dengannya. 

d) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai 

pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di 

dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan 

kedua belah pihak atau hakim.5 

Pada dasarnya istilah maskawin tidak ada dalam hukum 

perkawinan Islam. dalam Islam hanya mengenal istilah mahar. Mahar 

itulah yang diistilahkan secara salah kaprah oleh masyarakat dengan 

maskawin.Mahar bukanlah sebuah rukun perkawinan dan bukan pula 

 
4Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 695. 

5  Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa adillatuhu 9,  230. 
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syarat dalam perkawinan, bahkan sah sebuah perkawinan tanpa adanya 

mahar.6 

Islam sangat mementingkan dan menghormati posisi perempuan 

dan memberi mereka hak, termasuk hak untuk mendapatkan mas kawin. 

Mahar hanya diberikan kepada calon istri oleh calon suami, bukan kepada 

wanita lain atau siapa pun, meskipun ia sangat dekat dengannya. 

Pengertian mahar yang diuraikan diatas sepertinya tidak memiliki 

perbedaan yang mendasar, setiap definisi memberikan arti yang berbeda 

dan memiliki unsur mahar yang sama, yaitu mahar berarti mahar yang 

harus diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya.  

2. Hukum mahar 

Perempuan adalah dengan memberdayakan perempuan.Selama 

masa kebodohan, perempuan dirampas haknya, selama periode ini wali 

dapat dengan bebas mengontrol properti untuk mengontrol propertinya, 

dan perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memiliki dan 

mengontrol hak untuk berdagang properti. Kemudian, dengan keberadaan 

semacam ini, Islam melepaskan ikatan tersebut, menetapkan mas kawin 

padanya, dan menjadikan mahar itu haknya kepada orang-orang. Ayah 

 
6Muhammad Saifullah, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga (Yogyakarta: UII Press 

Yoyakarta, 2005), 1. 
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dankerabat terdekatnya mungkin tidak mendapatkan apapun darinya, 

kecuali kesenangan dan kemauan seorang wanita.7 

Banyak dalil yang telah dikumpulkan mengenai persyaratan mahar 

dan Undang-Undang wajib.Suami, istri dan wali tidak berhak meminta 

akad nikah tanpa mahar.8 

Dalil kewajiban mahar yang terdapat dalam Alquran yaitu firman Allah : 

نَّ ن حْل ةً   دقُ ات ه  آتوُا الن  س اء  ص  يئاً } ۚۚ و  ر  نْهُ ن فْسًا ف كُلوُهُ ه ن يئاً م  بْن  ل كُمْ ع نْ ش يْءٍ م  { 4ف إ نْ ط   

Dan berikanlah maskawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang 

hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 

(Q.S.An-Nisa’, 4:4).9 

Ibn Abbas, Qatada, Ibn Zaid dan Ibn Jurayi mengatakan bahwa 

ayat ini ditujukan untuk suami. Perintah di bagian ini harus dijalankan 

karena tidak ada bukti yang dapat membalikkan arti ini.Mahar wajib oleh 

suami kepada istri.10 

Perintah tentang pembayaran mahar juga terdapat didalam surat AN-Nisa’ 

ayat 24 sebagai berikut : 

 
7Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah jilid 2, 218. 
8  Saleh al-Fauzan, Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi, (Depok: Gema Insani, 2006), 672. 
9 Al-Qur’an, 4 :4 
10 Abdul Aziz Muhmmad Azam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), 176. 
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انكُُمْ  ل ك تْ أ يْم  ا م  ن  الن  س اء  إ لََّّ م  ن اتُ م  الْمُحْص  ل يْكُمْ   ۚ  و  ت اب  اللََّّ  ع  ال كُمْ  ۚۚ ك  ل كُمْ أ نْ ت بْت غوُا ب أ مْو 
اء  ذ َٰ ر  ا و  لَّ ل كُمْ م  أحُ  و 

ين   ن ين  غ يْر  مُس اف ح  ا اسْت مْت عْتمُْ ب ه  م   ۚۚ مُحْص  ةً ف م  يض  هُنَّ ف ر  يْتمُْ  ۚۚ نْهُنَّ ف آتوُهُنَّ أجُُور  اض  ا ت ر  ل يْكُمْ ف يم  لَّ  جُن اح  ع  و 

ة   يض  نْ ب عْد  الْف ر  يمًا } ۚۚ ب ه  م  ك  { 24إ نَّ اللََّّ  ك ان  ع ل يمًا ح   

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, 

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 

sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan 

hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena 

kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 

maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak 

mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah 

ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahabijaksana.11 

Dan di dalamsurat AN-Nisa ayat 25: 

ان كُمْ  ُ أ عْل مُ ب إ يم  اللََّّ عْ و  نْ ل مْ ي سْت ط  م  نْ ب عْضٍ  ۚۚ و  هنَُّ   ۚۚ ب عْضُكُمْ م  آتوُهُنَّ أجُُور  نَّ و  حُوهُنَّ ب إ ذْن  أ هْل ه  ف انْك 

ذ ات  أ خْد انٍ  لَّ  مُتَّخ  اتٍ و  ن اتٍ غ يْر  مُس اف ح  عْرُوف  مُحْص  ا ف إ ذ ا أحُْص   ۚۚ ب الْم  نَّ ن صْفُ م  ش ةٍ ف ع ل يْه  نَّ ف إ نْ أ ت يْن  ب ف اح 

ن  الْع ذ اب   ن ات  م  نْكُمْ  ۚۚ ع ل ى الْمُحْص  ي  الْع ن ت  م  ش  نْ خ  ل ك  ل م 
يْرٌ ل كُمْ  ۚۚ ذ َٰ أ نْ ت صْب رُوا خ  ح   ۚ  و  نْكُمْ ط وْلًَّ أ نْ ي نْك  م 

ل ك تْ أ   ا م  نْ م  ن ات  ف م  ن ات  الْمُؤْم  ن ات   الْمُحْص  نْ ف ت ي ات كُمُ الْمُؤْم  انكُُمْ م  يمٌ } ۚۚ يْم  ح  ُ غ فوُرٌ ر  اللََّّ { 25و   

Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi 

perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi 

perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah 

 
11Al-Qur’an, 4:24. 
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mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang 

lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka 

dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena 

mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan 

pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain 

sebagai periarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), 

tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka 

setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak 

bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-

orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan 

zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.12 

Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. Kepada orang yang 

hendak menikah : 

يْدٍ ا   د  نْ ح  ت مًا م  ل وْ خ  سْ و  لْت م   

Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)  

Hadis ini menyatakan bahwa mas kawin kecil pun memiliki 

kewajiban. Demikian pula, Nabi Muhammad tidak memberikan informasi 

apapun. Dia meninggalkan mahar pada pernikahannya.Jika mahar tidak 

perlu, itu adalah Nabi Muhammad. Tidak pernah meninggalkannya, yang 

 
12al-Qur’an, 4:25 
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menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kewajiban.Namun, dia tidak 

pernah pergi, yang menunjukkan kewajibannya. 

. Pembayaran mahar harus sesuai dengan kesepakatan yang 

tertuang dalam akad nikah dan tidak boleh dipotong. Jika sang suami 

menambahkannya, lebih baik, sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai 

mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.13 

Menurut, Imam Syafi'i, Imam Abu Daud dan Imam Malik 

menuntut mahar penuh. Jika ada perkawinan antara suami dan istri dan 

bisa dijadikan dasar Dukhul antara keduanya, maka suami wajib 

membayar semua mahar sebagaimana disepakati dalam akad nikah. 

Namun, jika ada bukti yang meyakinkan masyarakat bahwa meskipun 

mereka berdua terisolasi, tidak ada hubungan.Dalam hal ini, jika suami 

menceraikan istrinya, dia tidak wajib membayar semua mahar, karena 

tidak terjadi Dukhul, suami.Hanya bisa membayar setengah.14 

3. Syarat-syarat mahar 

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : 

 
13  Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) ,265. 

14  Ibid,167. 
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a. Mahar harta benda / barang berharga tidak berlaku untuk mahar 

yang tidak ada nilainya, meskipun tidak ada ketentuan berapa atau 

setidak-tidaknya berapa mahar tersebut. 

b. Barang-barang itu suci dan bisa digunakan. Menggunakan 

angguratau khamar, daging babi, atau darah sebagai mas kawin 

adalah tidak sah, karena semua itu haram dan tidak berharga. 

c. Barangnya itu bukan ghasab, ghasab berarti merampas harta milik 

orang lain tanpa seizinnya, dan tidak bermaksud untuk memiliki 

harta tersebut karena ia bermaksud untuk mengembalikannya nanti. 

Mahar yang diberikan untuk barang ghasab tidak sah, tetapi 

akadnya sah. 

d.  Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar 

dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak 

disebutkan jenisnya.15 

4. Macam macam mahar 

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, Mahar Musamma dan Mahar Misil. 

a. Mahar Musamma  

Mahar musamma adalah mahar yang ditentukan atau disepakati 

oleh kedua belah pihak dan dibayar tunai atau diperpanjang atas 

persetujuan istri. 

 
15 Abdul , Fiqh Munakahat., 87. 
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Berdasarkan redaksi di atas, dapat dipahami bahwa besaran 

mahar ditentukan pada saat akad nikah ditandatangani, namun dapat 

segera dilunasi atau ditunda.Tentunya keinginan kedua belah pihak 

sangat mendukung hal tersebut. 

Isi akad adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada 

istrinya sesuai adat sebelum atau sesudah pernikahan, seperti gaun 

pengantin atau hadiah yang diberikan sebelum atau sesudah 

dukhul.Pasalnya, dokter sosial yang diwajibkan dalam kontrak adalah 

lafdziyah. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad. Suami 

harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan 

dalam akad. 

Menurut ulama Malikiyah, pemberian kepada istri sebelum 

atau saat akad diteken dianggap mas kawin, meski tidak diminta 

terlebih dahulu. Begitu pula barang yang diserahkan kepada wali 

sebelum kontrak ditandatangani.Jika istri di bulli sebelum dukhul, 

maka suami berhak menerima setengah dari harta yang diberikan. 

Adapun harta yang diberikan kepada wali setelah akad sudah menjadi 

milik wali secara khusus, sehingga istri atau suami tidak berhak 

memperoleh harta darinya. 

b. Mahar misil 

Mahar Mitsil adalah mahar yang disesuaikan dengan umur, 

kecantikan, kekayaan, kecerdasan, agama, keperawanan seorang 
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perempuan dan indikator lain yang menyebabkan nilai mahar tersebut 

berbeda. 

Sekala mitos tersebut diimbangi dengan mahar yang diterima 

oleh saudara laki-laki, perempuan, bibi, dll. Imam Ahmad berkata: 

Sesuai dengan mas kawin saudara laki-laki kelompok asabah dan 

dzawil arhamnya. Jika perempuan diganggu atau perempuan yang 

diganggu telah meninggal, atau perempuan yang dibeli tidak pernah 

diganggu tetapi suaminya telah meninggal, perempuan tersebut harus 

membayar mas kawin tiga arah dan berhak mendapatkan warisan.  

Dalam hal ini saya berpendapat , menurut saya, kalau benar 

dari Allah dan kalau salah dari saya sendiri, menurut saya, perempuan 

itu berhak menerima maskawin tidak kurang dan tidak lebih, 

perempuan itu tidak berhak, iddah dan mempunyai hak waris. 

Kemudian Ma‟qil bin Yasar berdiri dan berkata: saya bersaksi 

sungguh kamu telah memberi keputusan seperti keputusan Rasulullah 

SAW tentang yang dialami Burwa, binti Wasyiq. (Riwayat Abu 

Dawud) Pendapat ini juga di pegangi oleh AbuHanifah, Ahmad dan 

Dawud serta salah satu pendapat yang terkuat dari pendapat imam 

Syafi’I. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 
 

5. Kadar (Jumlah) Mahar 

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi 

mahar itu tidak ada batas tertinggi.Kemudian mereka berselisih pendapat 

tentang batas terendahnya.16Menurut pandangan suami, besar kecilnya 

mahar tergantung dari kemampuan suami. Tidak ada dalam parameter 

yang dapat membatasi mahar pada kisaran ketinggian dan tidak boleh 

melebihi tinggi mahar. 

 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 20-21 : 

 

آت يْتمُْ  وْجٍ و  ك ان  ز  وْجٍ م  دتْمُُ اسْت بْد ال  ز  إ نْ أ ر  إ ثمًْا مُب ينًا  و  نْهُ ش يْئاً ۚ أ ت أخُْذوُن هُ بهُْت انًا و  إ حْد اهُنَّ ق نْط ارًا ف لا  ت أخُْذوُا م 

{20}  

يث اقًا غ ل يظًا } نْكُمْ م  ذْن  م  أ خ  ق دْ أ فْض ىَٰ ب عْضُكُمْ إ ل ىَٰ ب عْضٍ و  ك يْف  ت أخُْذوُن هُ و  {21و   

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta 

yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya 

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan 

jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata 

?bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. 

 
16 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 88. 
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Maksudnya ialah: Menceraikan istrinya yang tidak populer dan 

menikahi istri barunya. Meski ia menceraikan istrinya, namun ini bukan 

tujuan menikah, namun tidak diperbolehkan meminta hadiah. Kalaupun 

Fuqaha setuju bahwa tidak ada batasan maksimal mahar, jangan sampai 

terlalu tinggi, apalagi di zaman sekarang ini. Tidak ada batasan minimum. 

Apa pun yang bisa menjadi harga barang lain bisa menjadi mas kawin. Ibn 

Wahab mengungkapkan pandangan ini dari pengikut Imam Maliki. 

Beberapa ahli hukum lain percaya bahwa ada minimum untuk 

mahar. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mas kawin 

setidaknya seperempat dinar emas murni, atau tiga dirham perak, atau 

mungkin setara dengan emas dan perak dengan bobot yang 

sebanding.17Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar 

itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatkan lima dirham, 

ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. 

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal yaitu : 

a) Status akad nikah itu sendiri tidak jelas, antara statusnya sebagai 

pertukaran, karena yang dibuat adalah kesediaan untuk diberi 

kompensasi sedikit banyak, seperti situasi penjualan dan statusnya 

sebagai ibadah. Sudah ada regulasi. Sebab, dari sudut pandang 

mahar bisa membuat laki-laki selalu mendapat jasa perempuan, 

dan perkawinan ibarat tukar-menukar. Namun dalam hal 

 
17  Abdul Aziz Azzam, Fiqih Munakahat (Jakarta : Amzah,2011),  179. 
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pelarangan tercapainya kesepakatan untuk mencabut larangan mas 

kawin,  mahar mirip dengan ibadah. 

b) Ada kontradiksi antara Qiyas yang menginginkan larangan mas 

kawin  yang tidak memerlukan batasan apapun. Orang Kaya yang 

ingin membatasi ibarat nikah adalah ibadah, tetapi ibadah ada 

aturannya. Mahar setidaknya harus menjadi objek yang berguna. 

 

6. Mekanisme Pembayaran Mahar 

Menurut para ulama yaitu setuju untuk membayar biaya mahar 

secara tunai, atau sebagian atau seluruh tunggakan. Misalnya, pria itu 

berkata: "Saya menikahimu seratus ribu mas kawin, sepuluh ribu di 

antaranya saya bayar lima puluh ribu secara tunai, dan sisanya dalam satu 

tahun." Atau bisa juga dikenal luas di seluruh dunia, misalnya mempelai 

laki-laki berkata: “Saya berhutang, dan saya akan melunasinya ketika saya 

mati atau menceraikan kamu.” (Imam Syafi‟i melarang mahar yang seperti 

ini). Ulama mengatakan bahwa pembayaran mahar ini seluruhnya atau 

sebagian dalam bentuk tunai atau hutang sampai jangka pendek atau 

jangka panjang atau paling mendekati dari dua periode perceraian dan 

kematian. Ini tergantung pada adat istiadat perkotaan yang berlaku di 

setiap Negara / Wilayah Islam. Dalam keadaan tradisional saat itu, mahar 

harus dibayar tunai. 
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Dalam hal pembayaran mas kawin Menurut Imam Maliki yaitu 

selain tunggakan atau uang tunai, mahar dapat juga dibayarkan dimuka 

atau disebut juga mahar muqaddam.  Menurut Imam Malik, apakah akan 

menggunakan harta sebagai mas kawin  kepada calon istri sebelum akad 

nikah didasarkan pada adat istiadat yang berlaku. Jika kebiasaan yang 

lazim di masyarakat adalah suami memberikan kado kepada calon istri, 

maka ini kado yang diberikan menurut urf. Begitu pula sebaliknya, jika 

dianggap sebagai mas kawin kebiasaan umum, maka hadiahnya adalah 

mahar.18 

Demikian pula dengan Imam Syafi'i, ia mengizinkan mahar 

dibayarkan dimuka. Seperti yang tertuang dalam kitab "Bughyah al-

Mustarsyidin".Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa mekanisme pembayaran mahar dibedakan menjadi: 

1. Pembayaran tunai, yaitu semua mahar akan diserahkan kepada 

mempelai wanita setelah akad nikah selesai. Karena itu, pengantin 

pria bisa meniduri istrinya setelah mahar utuh. 

2. Bagian pembayaran tunai dan sebagian hutang, yaitu bagian 

dimana suami akan menikahkan mas kawin dengan calon istrinya 

ditentukan pada saat akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan, 

 
18 Abi al-Hasan dan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, alKhawi al-

Kubir, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.,  501. 
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yaitu untuk dilunasi. Dalam jangka waktu yang ditentukan 

kemudian.  

3. Uang mas kawin yang dibayarkan atau diberikan dimuka, yaitu 

pengantin laki-laki akan mahar sebelum akad nikah dilaksanakan. 

7. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

Dalam “Penghimpunan Hukum Islam”, mahar bukan merupakan mulut 

atau syarat hukum perkawinan, melainkan kewajiban yang harus dibayarkan 

oleh calon suami kepada calon istri secara tunai atau tanpa persetujuan calon 

orang tua. Kumpulan Hukum Islam menetapkan mahar dalam Pasal 30 sampai 

dengan 38, yang hampir seluruhnya diadopsi dari kitab menurut preferensi 

ulama. 

Isi spesifiknya adalah sebagai berikut: Pasal 30, calon mempelai laki-

laki diwajibkan membayar mas kawin, jumlah, bentuk, dan jenis mahar 

dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Mahar harus mudah bagi calon 

pengantin. Suami masa depan membuat pernikahan lebih mudah. 

Sejak saat itu, mahar pribadi yang diberikan kepada pengantin 

perempuan menjadi hak perempuan, bukan milik laki-laki atau keluarga 

mempelai perempuan. Kedua, jika mempelai wanita setuju, mahar dapat 

ditangguhkan seluruhnya atau sebagian.Mahar yang belum dibayar adalah 

hutang mempelai pria. Kewajiban penyerahan mas kawin bukan merupakan 

bagian keharmonisan dalam perkawinan, dan tidak menyebutkan jenis dan 

jumlah mahar tidak akan mengakibatkan batalnya perkawinan, seperti halnya 
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mahar masih berhutang, hal ini berlaku. tidak mengurangi keefektifan 

pernikahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

34. Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya (yakni sebelum 

berhubungan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam 

akad nikah.Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar 

yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 

Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar 

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.Pasal 36 

menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat 

diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang 

lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang 

mahar yang hilang.Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat 

mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke 

Pengadilan Agama.Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang apabila mahar 

yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita 

tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 

Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus 

menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. 

Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum 

dibayar.19Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan: 

a. Untuk menertibkan masalah mahar 

 
19 Depag RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag 

RI, 2004), 138-140. 
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b. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah. 

c. Menetapakan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, 

bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi. 

d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan 

dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak 

hukum.20 

 
20  Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007), 40. 
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS PENOLAKAN PERKAWINAN 

KARENA MEMPELAI LAKI LAKI TIDAK MEMBAWA 

MAS KAWIN DI DESA SUWALUH 

A. Gambaran umum tentang masyarakat Desa Suwaluh kecamatan     

Balongbendo 

1. Kondisi  penduduk. 

Desa Suwaluh termasuk Desa yang padat penduduknya , hal ini 

dikarenakan beberapa factor diantaranya adalah karena penduduknya asli 

di Desa tersebut dan mereka beranak pinak cucu dan menetap di Desa 

tersebut, dan banyak juga penduduk perantau yang telah lama menetap 

menjadi penduduk di Desa tersebut, ada juga penduduk asli yang menikah 

dengan penduduk pendatang tersebut, dan juga ada penduduk pendatang 

yang menetap di Desa karena telah berkerja di daerah tersebut. 

2. Kondisi perekonomian. 

Hasil dari data yang dikumpulkan masyarakat Desa Suwaluh 

Kecamatan Balongbendo memiliki banyak atau berbagai macam mata 

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga penduduk 

yang asli memilih untuk menjadi pengusaha , dan banyak pengusaha local 

seperti industri toko bangunan, makanan, pembudidaya perikanan, 
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pertanian, dll. Sebagian juga yang lain menjadi buruh pabrik, hal ini dapat 

dibuktikan di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo ini banyak Industri-

Industri besar diantaranya yaitu  Multi Spunindo Jaya,PT, Duta Budi Tulus 

Rejo,PT,  Sinar Jati,  Tirtasari, UD, Sumber Rejeki. Yang kariawannya 

juga berasal dari banyak wilayah di luar Sidoarjo dan Surabaya. Karena 

banyaknya Industri di sekitar Desa Suwaluh, menjadikan sebagai besar 

penduduknya memilih menjadi buru dan karyawan pabrik yang ada selain 

menjadikan perubahan prilaku social masyarakat, selain keuntungan 

tersebut, menjadi buruh pabrik juga pilihan dengan meminimalisir 

kerugian jika harus membuka usaha lapangan sendiri, upah yang diterima 

juga lumayan besar karena mengiukuti UMR (upah minimum buruh) dan 

UMK (upah minimum Kabupaten). 

3. Aktifitas Keagamaan 

Prasarana keagamaan di Desa ini yaitu memiliki 5 Masjid dan 21 

Musolah , desa ini tidak memiliki peribadatan lainnya selain yang tertera 

tadi, jumlah keseluruhan penduduk ada 4.936 jiwa, beragama Islam 4.823 

jiwa, dan sisanya beragama macam-macam. Sedangkan mayoritas 

menyeluruh beragama islam dan hamper di setiap RT terdapat rumah 

ibadah yang sangat dekat jangkauannya, ketika siang hari banyak tempat 

ibadah yang sepi dikarenakan banyak sebagaian besar penduduk 

beraktifitas untuk kegiatan yang padat dan harus bekerja di siang hari, dan 

ketika sore hari tempat ibadah di sini banyak digunakan untuk mengaji 

anak-anak dan remaja-remaja. 
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4. Kondidi Kebudayaan 

Adanya banyak kebudayaan yang mewarnai kehidupan 

masyarakat, dan sehingga lambat laun kebudayaan asli masyarakat 

menjadi tergerus di karenakan adanya kebudayaan modern yang masuk di 

masyarakat, ditambah dengan banyak berkembangnya Industrialisasi yang 

berhasil menciptakan tatanan kehidupan dunia baru dalam kehidupan 

social yang matrealistis. Disinilah terjadi pergeseran agama di masyarakat 

dan sedikit-sedikit tergerus dengan sendirinya tanpa dirasakan, karena 

adanya industri maka akan melahirkan struktur baru, tradisi dan cara pola 

pikir yang baru dalam masyarakat, nilai-nilai tradisional juga banyak yang 

tergeser karena terdorong oleh nilai-nilai modern. Di desa Suwaluh 

Kecamatan Balongbendo, tradisi yang telah lama mendarah daging dalam 

kehidupan social dan keagamaan masyarakat semakin banyak yang 

tergantikan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Budaya dan tradisi 

yang tertinggal akan hanya menjadi unsur pengikat masyarakat, selebihnya 

menjadi hiburan dan pengenalan kultur lama  penduduk pribumi terhadap 

penduduk baru atau musiman, sedangkan untuk tradisi yang masih ada 

tersisa sedikit yaitu diantaranya adalah seperti pengertian syura, pendak 

pasar, tahlilan, yang masih sering nampak beberapa rumah di Desa 

Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 
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5. Kondisi Pendidikan 

Ada banyak berbagai macam pendidikan di Desa ini mulai dari 

pendidikan anak usia dini (PAUD) 2 gedung , Taman kanak-kanak (TK) 1 

gedung, Sekolah Dasar Negri (SDN) 2 gedung, (SMP) Swasta 1 gedung, 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta 1 gedung, selain itu Desa ini 

juga memiliki 8 gedung TPQ/TPA dapat kita lihat dengan jelas bahwa hal 

ini menunjukkan Desa Suwaluh ini cukup mewadai dalam bidang 

pendidikan. Selain itu di Desa ini juga terdapat 2 Pondok Pesantren lokal, 

yang berarti juga selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga 

berjalan seimbang dalam pembentukan generasi dini yang cerdas dan arif. 

 

B. Praktik Penolakan Perkawinan Karenan Tidak Membawa Mas Kawin 

Studi Kasus di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 

Secara sosiologis perkawinan di Indonesia tidak lepas dari hukum 

Islam. Karena perbedaan adat istiadat kerabat dan bentuk perkawinan, 

upacara adat di berbagai daerah pun berbeda. Adat ini mencerminkan 

aktivitas yang harus dilakukan tanpa melanggar hukum Islam. Jika syaratnya 

terpenuhi, bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Salah satu syarat 

perkawinan yang tidak dapat dikesampingkan adalah bahwa perkawinan 

merupakan mahar calon suami kepada calon istri. Bentuk dan jumlah mahar 

berbeda-beda menurut pendapat ulama. Setiap masyarakat di Indonesia pun 

memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang penerapan mahar. Misalnya 
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masyarakat di Desa Suwaluh, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Balongbendo, 

mengemukakan salah satu dari beberapa persyaratan hukum bagi mempelai 

laki-laki menikah dengan mahar uang sejumlah 4 juta.1 

Sebelum menikah, di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, 

Kabupaten Sidoarjo, beberapa tahapan harus dilalui, mulai dari “Nontoni” 

adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan di kawininya. Orang 

yang akan di nikah belum tentu kenal terhadap orang yang akan dinikahinya, 

bahkan terkadang belum pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga 

mereka sudah tau dan mengenal atau pernah melihatnya. Agar ada gambaran 

siapa jodohnya nanti maka di adakan tata cara nontoni. Biasanya tata cara ini 

diprakarsai pihak pria. Setelah orang tua si perjaka yang akan diperjodohkan 

telah mengirimkan “penyelidikannya” tentang keadaan sang gadis yang akan 

di ambil menantu. Penyelidikan itu dinamakan dom sumuruping banyu atau 

penyelidikan secara rahasia.Setelah hasil nontoni ini memuaskan, dan si 

perjaka sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah 

di antara orang tua/penisepuh si perjaka untuk menentukan tata cara lamaran. 

Upacara penghargaan "panjer, paningset dan mas kawin" merupakan 

acara dimana pria dan wanita membahas besaran mas kawin yang harus 

diberikan pria kepada wanita. Kedua pihak telah mencapai kesepakatan 

bahwa pengantin pria bersedia untuk memenuhi persyaratan wanita yaitu 

membawa mas kawin berupa uang yang berjumlah 4 juta dan pernikahan 

 
1M. jaini (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Sidoarjo, 15 Februari 2021. 
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akan dilakukan pada tanggal dan bulan yang disepakati. Namun, jika pria 

tidak dapat melakukan tetapi setuju untuk melakukannya, maka pernikahan 

akan ditunda . Hingga mahar yang diminta oleh wanita tersebut selesai. 

Di Desa Suwaluh  Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarja pada 

tahun 2020 sampai 2021 terdapat lima penikahan yang batal dilaksanakan, 

karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan 

kepada pihak laki-laki. Diantaranya adalah calon mempelai laki laki yang 

bekerja merantau ke bandung sebagai tukang bangunan gagal menikah 

dengan calon mempelai wanita, mempelai laki laki yang bekerja merantau ke 

Kalimantan  juga gagal menikah dengan mempelai wanita, mmpelai laki laki 

yang bekerja sebagai tenaga kerja indonesia (TKI) di Malaysia gagal menikah 

dengan calon mempelai wanita, calon mempelai laki laki yang bekerja 

sebagai pegawai pabrik juga gagal menikah dengan Mempelai wanita, 

mempelai laki laki yang bekerja sebagai guru tidak tetap di SMP Raden 

Rahmat gagal menikah dengan calon mempelai wanita, Dari data yang saya 

sebutkan diatas, saya hanya meneliti dan mewawancari si A mempelai laki 

laki sekeluarga, si H mempelai wanita sekeluarga yang kebetulan mereka 

berada dirumah. Dikarenakan yang lainnya masih sibuk dengan pekerjaanya 

masing –masing. 

Menurut  H, mahar merupakan syarat wajib yang diberikan pihak laki-

laki kepada pihak calon istri, dan calon suami harus siap menyediakan 

persyaratan mahar tersebut, ketika A melamar calon istrinya disyaratkan 

membayar mahar emas (perhiasan),atau uang dan pada saat itu kedua belah 
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pihak keluarga sudah melakukan rembukan dan memberi mas kawin atau 

mahar emas dan uang dalam kesepakatan tersebut. 

Pihak keluarga A sudah berjanji dan bersedia untuk membawa mas 

kawin tersebut, sehingga A harus menyiapkan persyaratan tersebut, meskipun 

A sudah berpacaran lama dan saling mencintai, kalau syarat tersebut tidak 

dipenuhi oleh Agus maka pernikhan dibatalkan dan ternyata ketika akad 

nikah pihak mempelai laki-laki dan keluarga A tidak membawa mas kawin 

berupa uang sejumlah 4 juta tersebut atau syarat tersebut maka pernikahan 

dianggap tidak sah dan dibatalkan oleh pihak keluarga mempelai wanita. 

Jika pernikahan ditunda atau dibatalkan karena ketidak patuhan 

terhadap pedoman mas kawin, maka pernikahan akan dilanjutkan setelah 

gagal memenuhi pedoman mahar. Kecuali pengantin wanita setuju. Misalnya, 

apakah pengantin perempuan mengkredit mahar (hutang).2Demikian pula 

menurut D, mas kawin adalah milik mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan, dan calon pengantin menentukan besarnya mahar. Mahar tersebut 

merupakan bukti keseriusan suami dan jaminan bagi mahar suami. Untuk 

keluarga yang baik, mahar bisa berupa uang sejumlah 4 juta. Mahar yang 

terpenting adalah barang yang sangat berharga.Menurutnya, perempuan harus 

membayar harga karena akan menjadi istri dan istri serta mengabdi seumur 

hidup suami. Oleh karena itu, mahar dalam jumlah besar sangat cocok untuk 

 
2  Agus (Pelaku Pernikahan Tidak Membawa Mas Kawin), Wawancara, Sidoarjo,  17 Februari 

2021. 
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menikah, dan jika menikah biasanya Suami masa depan yang menunda 

pernikahan tidak bisa memenuhi syarat ini. 

Berbeda menurut MR menyatakan bahwa mahar memang kewajiban 

seorang suami untuk menikah dengan calon istrinya, namun ketika calon 

suami tidak mampu dan kedua insan telah saling mencinta seharus ada 

kesepakatan bersama yang meringankan bagi calon suami agar pernikahan 

tetap terjadi, karena kalau sejumlah mahar yang besar tetap dipaksakan maka 

dua insan yang saling mencinta tersebut tidak akan jadi menikah dan akan 

menimbulkan dalmpak negatif, seperti yang pernah ia alami, pernikahnnya 

dengan calon suami tertunda karena pada saat akad suami tidak menyanggupi 

mahar atau tidak membawa mahar yang diberikan pihak istri, meskipun 

secara KUA sah, namun keluarga istri dan masyarakat menganggap 

pernikahan belum syah dan dianggap batal .3 

Senada menurut A, yang ingin menikahi kekasihnya A yang bekerja 

merantau ke bandung sebagai tukang bangunan selama dua tahun agar 

huitang mahar kepada istri ketika akad nikah terbayar dan bisa bergaul dan 

berumah tangga dengan wanita yang dicintainya.4 

 

 

 

 
3  Muhammad rian (Pihak Keluarga Perempuan), Wawancara, Sidoarjo, 18 Februari 2021 

 
4  Agus (Pelaku Pernikahan Tidak Membawa Mas Kawin), Wawancara, Sidoarjo,  17 Februari 

2021. 
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Sedangkan menurut S, menyatakan bahwa mahar atau mas kawin itu 

harta yang diberikan untuk mempelaiperempuan, mempelai perempuan pasti 

menuntut jumlah mahar yang ditentukan, tapi mau bagaimana lagi yang 

namanya tuntunan itu harus dipenuhi karena itu merupakan syarat 

pernikahan, Bentuknya macam-macam, ada yang meminta perhiasan, uang 

rumah, tanah. Ketika saya ingin menikahkan anak, calon pengantin harus 

menikah dengan kami, dan anak akan menikah dengan mas kawin yang ingin 

dinikahinya kelak, sehingga anak kami tidak akan menikahi wanita itu, 

karena mas kawin tidak dapat kami penuhi. Jadi jika pernikahan ditunda 

Masalah dengan proses pernikahan adalah kita sebagai keluarga mempelai 

pria dan keluarga mempelai wanita berdiskusi dan mendiskusikan mas kawin, 

maka hasil musyawarah keluarga mempelai wanita pada dasarnya tidak akan 

mau menikah sampai disyaratkan. mas kawin selesai. Oleh karena itu 

keluarga kita harus mencarinya karena sudah menjadi tradisi yang sudah 

turun-temurun di daerah kita, sehingga laki-laki yang biasanya ingin menikah 

harus mempunyai tabungan yang banyak untuk persiapan menikah dengan 

perempuan.5 

ST mencontohkan, mahar merupakan perlakuan serius calon pengantin 

kepada calon pengantin, terbukti dengan memberikan mahar dalam jumlah 

yang berbeda-beda kepada perempuan.Mahar diberikan pada saat pengantin 

laki-laki mengumumkan akad nikah, dan baru dianggap sah setelahmasa 

 
5  Sumari (Pihak Keluarga Laki-laki), Wawancara, Sidoarjo, 20 Februari 2021. 
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nikah. Mahar kabul dapat berupa Uang, Kendaraan, Seperangkat Alat Sholat, 

Rumah, Tanah dan bentuk lainnya. 

Menurut praktik di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, 

Kabupaten Sidoarjo, pengantin laki-laki menyiapkan mas kawin yang diminta 

oleh pengantin perempuan berupa uang sejumlah 4 juta, kemudian 

memberikan mas kawin pada saat akan menikah dan sudah melakukan 

perjanjian kepada dua belah pihak keluarga. Bagi keluarga perempuan kita, 

pengantin perempuan harus menanggung persyaratan mahar pengantin, karena 

kita sangat peduli dengan masa depan anak setelah menikah, maka seperti kata 

orang Jawa, orang yang hidup harus memiliki pakaian, makanan dan tempat 

berteduh sebagai kebutuhan. kehidupan keluarga. Jika laki-laki tidak dapat 

memenuhi perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, karena mahar 

merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Mahar yang dibutuhkan 

mempelai wanita harus dipenuhi sebelum menikah .Jika mas kawin tidak 

dipenuhi oleh pria, kami akan dipaksa untuk menikahkan anak-anak kami 

karena itu baik untuk kedua mempelai setelah menikah. Jika suami bersedia 

memenuhi persyaratan mas kawin berupa uang sejumlah 4 juta, kami akan 

menunggu pria menyelesaikan mas kawin. Ketika kami benar-benar siap, kami 

siap untuk menikahi putri kami.6Masyarakat di Desa Suwaluh, Kecamatan 

Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo memahami hal ini secara berdampingan, 

sehingga meski secara materiil terasa berat namun tidak bisa lepas dari budaya 

 
6 M. Bambang (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Sidoarjo,  21 Februari 2021. 
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mas kawin.7Setiap orang biasanya memiliki tujuan tertentu yang ingin dia 

capai di tempat kerja. Bahkan hukum Syariah menargetkan perilaku dan 

ucapan untuk mengukur kualitas Islam. Jika tujuan perbuatannya baik dan 

bermanfaat bagi pelakunya, maka ini menunjukkan bahwa pelakunya juga 

baik di kalangan umat Islam. Di sisi lain, jika tujuan pelaku melakukan 

sesuatu atau membuat ucapan buruk tidak memiliki maksud dan tujuan 

tertentu yang ingin dia capai, maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas Islam 

tidak tinggi. Begitu pula dengan Islam yang menentukan keberadaan mahar 

dan memilih serta menentukan jumlah orang sebagai bagian dari tim 

pernikahan. 

Penetapan mas kawin perempuan untuk laki-laki di Desa Suwaluh 

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sangat erat kaitannya dengan 

syariat Islam saat ini, karena masyarakat Desa Suwaluh Kecamatan 

Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan besaran mahar perempuan 

kepada laki-laki guna membantu (shadaqah) dan meringankan beban wanita 

menikah dan mempersiapkan kehidupan keluarga anak-anak.8Hal ini mereka 

lakukan dengan memberikan aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal 

uang.9 

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Suwaluh, Kecamatan 

Balongbendo, mas kawin adalah sebutan yang diberikan oleh laki-laki kepada 

harta milik perempuan yang akan dinikahkan kelak. Jumlah mahar 4 juta 

 
7   M. Sunadi (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Sidoarjo,  21 Februari 2021. 

8Ibid., 
9Ibid., 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

 
 

Menurut ajaran Islam, mas kawin diberikan setelah pengantin pria 

menyelesaikan kontrak. Jika didampingi oleh saksi pada saat itu, maka akan 

dianggap Kabul sah hanya setelah izin dari mempelai wanita. Dalam 

prakteknya, ketika laki-laki ingin memberi tahu akad, setelah mas kawin 

memenuhi persyaratan, laki-laki tersebut membawa mas kawin yang diminta 

oleh mempelai kepada mempelai wanita. Yang laki-laki mengumumkan 

kontrak dan menyetujuinya. Tentunya ada Pak Modin dan sesuai Untuk ajaran 

agama, para saksi juga saksi, mengajarkan bahwa jika mahar tidak dipenuhi 

maka nikah tidak sah, karena mahar merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi dalam perkawinan.10 

Menurut kejadian yang ada, perempuan tersebut pada dasarnya 

meminta mahar berupa uang sejumlah 4 juta. Dan sudah melakukan perjanjian 

dari pihak kedua keluarga mempelai untuk besaran mahar dan untuk 

membawa mahar pada saat akad nikah. Tetapi keluarga laki-laki tidak bisa 

membawa mahar yang ditentukan yaitu berupa uang sejumlah 4 juta.  Jika mas 

kawin tidak selesai maka perkawinan tidak akan dilanjutkan. Jadi menunggu 

pihak laki-laki kapan dapat memenuhi tuntunan mahar yang diminta oleh 

pihak perempuan. Pola kebiasaan mahar di Desa SuwaluhKabupaten 

Balongbendo memiliki dua sisi, yang satu memiliki sisi baik dan yang lainnya 

memiliki sisi buruk. Kabar baiknya adalah jika laki-laki tersebut bersedia 

untuk melaksanakan instruksi mahar yang diminta oleh perempuan, dan 

perempuan tersebut bersedia menunggu sampai mahar tersebut selesai. Jika 

 
10   Sudirman (Tokoh Masyarakat) Wawancara, Sidoarjo, 22 Februari 2021. 
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sisi negatifnya ada di sini, maka khawatirkan perzinahan, karena kedua 

pasangan sudah saling mencintai, saling mencintai, tetapi terhalang oleh 

mahar yang tidak terpenuhi. 

Sementara itu, menurut seorang ulama di Desa Suwaluh, Kabupaten 

Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, mas kawin bukanlah syarat sah untuk menikah. 

Oleh karena itu, jika mahar tidak dibayarkan maka perkawinan tetap sah, 

tetapi pengantin laki-laki berhutang pada pengantin perempuan dan laki-

laki.harus dibayar, jika dalam hadits mencantumkan cincin besi sebagai 

mahar. Apabila mas kawin terkabul maka jumlah mahar yang harus 

dikontrakkan sesuai dengan kemampuan mempelai pria (diutamakan saat 

menikah), maka hal ini tidak benar apabila calon pengantin hanya ingin 

membayar mahar dalam jumlah besar saat penandatanganan akad nikah. dan 

pernikahan dibatalkan.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Suyono (Ulama Setempat) Wawancara, Sidoarjo,  22 Februari 2021. 
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BAB IV 

 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN 

TIDAK MEMBAWA MAS KAWIN DI DESA SUWALUH 

KECAMATAN BALONGBENDO 

 

A. Deskripsi Analisis Kasus Penolakan Perkawinan Karena Mempelai Laki 

Laki Tidak Membawa Mas Kawin Di Desa Suwaluh 

Penolakan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah 

perkawinan yang melanggar hukum.1Mengenai pencegahan perkawinan, 

pasal 13 sampai 21 dari "UU Perkawinan No. 1 tahun 1974" ("UU 

Perkawinan") mengatur hal ini.Jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat 

untuk menikah, maka pernikahan bisa dicegah.Salah satu pihak yang dapat 

mencegah perkawinan adalah salah satu pihak keluarga dekat, saudara laki-

laki dan perempuan, wali nikah, wali, dan calon pengantin. Jika salah satu 

calon pengantin dihalangi, hal tersebut juga dapatmencegah terjadinya 

perkawinan, sehingga seiring berjalannya perkawinan akan membawa rasa 

sakit bagi kedua mempelai. 

"UU Perkawinan" juga membolehkan poligami dan memberikan 

kesempatan kepada istri atau suami dari salah satu calon pengantin yang 

 
1 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en 

Familie-Recht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1991),  26. 
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masih menikah untuk mencegah perkawinan. Selain itu, pihak yang dapat 

mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal-hal berikut: 

Pria belum mencapai usia 19 dan / atau wanita belum mencapai usia 

16. Dilarang menikah (baca artikel tentang syarat hukum pernikahan). Satu 

atau dua calon pengantin masih menikah dengan orang lain.Kedua calon 

mempelai dulunya adalah suami istri, dan mereka telah bercerai, kemudian 

menikah lagi, dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya. 

Prosedur pernikahan tidak terpenuhi. Menurut "Pasal 64 Burgerlijk 

Wetboek" (Hukum Perdata), mantan suami calon pengantin yang belum 

melewati masa tunggu perceraian berhak melarang perkawinan. Ketentuan ini 

masih berlaku karena "UU Perkawinan" tidak mengaturnya.2 Namun 

demikian, masa tunggu akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 

1974). Menurut aturan tersebut, waktu tunggu yang dimaksud adalah tiga kali 

waktu sakral, yang tersisa satu bulan paling sedikit 90 hari, dan yang tidak 

satu bulan paling sedikit 90 hari. 

Dengan memberi tahu pegawai pencatat pernikahan, hak pencegahan 

pernikahan diajukan ke pengadilan di mana pernikahan terjadi. Selain itu, 

petugas registrasi pernikahan akan memberi tahu kedua mempelai untuk 

mencegah pernikahan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan 

 
2Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002),  49. 
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pengadilan atau dengan mencabut permintaan pencegahan ke pengadilan 

pencegahan. 

Pasal 19 UU Perkawinan mengatur bahwa jika tindakan pencegahan 

ini tidak dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Selain itu, 

meskipun tidak ada tindakan pencegahan, jika pencatat pernikahan 

menemukan tindakan ilegal berikut, dia tidak akan diizinkan untuk 

berpartisipasi atau membantu pernikahan: 

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki laki kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum islam. Secara etimologi artinya mas kawin . 

Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada 

calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta 

kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar adalah lambang 

kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri 

dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar 

formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan 

dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik mas kawin adalah seringan-

ringannya” maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai karena masalah 

mahar menjadi factor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada 

larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin 

mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah 

akad jual beli dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita. 
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Mahar disyari'asikan Allah SWT mengangkat status perempuan dan 

menjelaskan bahwa akad nikah ini memiliki status yang tinggi.Karena itu, 

Allah meminta laki-laki untuk tidak perempuan karena dia lebih mampu 

berusaha.Mahar itu perlu, seperti halnya semua beban materi. Secara umum, 

istri akan didukung dalam mempersiapkan segala perlengkapan yang tidak 

bisa dia dan ayah serta kerabatnya tidak sediakan, namun manfaatnya juga 

akan dikembalikan kepada suami. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami 

untuk memikul beban mahar kepada istrinya.3 

Jika di beberapa masyarakat merupakan praktik umum bahwa 

tunangan memberikan banyak hadiah saat calon tunangan diharapkan, ini 

hanyalah kebiasaan dan dianggap sebagai kebiasaan yang baik untuk cinta 

calon suami kepada calon istri.4 

Hikmah dari mahar adalah untuk menunjukkan bahwa tanggung 

jawab suami dalam kehidupan berkeluarga adalah mencari nafkah bagi 

istrinya, karena laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam kehidupan 

berkeluarga. Islam mensyaratkan mahar menikahkan suami untuk istri. Ini 

adalah tanda kesucian dan penghormatan terhadap diri sendiri.Ini merupakan 

alternatif dari aturan atau tradisi Jahiriya yang berlaku sebelum masuknya 

Islam. Saat itu, wanita mulai dibenci dan dibenci.Bahkan tak jarang, hak 

perempuan diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya.  Kalaupun mas kawin 

 
3Abdil aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas Fikih munakahat k hitbah nikahdan 

talak (Jakarta : Amzah,  2011), 177. 
4   Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

,2013),  87. 
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adalah hak penuh istri, wali pun tidak bisa bersaing.  Wanita memiliki 

kebebasan penuh dan kekuasaan atas hartanya dan dapat membelanjakan 

uang atau beramal sesuka hati.Oleh karena itu, mahar islami melambangkan 

rasa saling menghormati antara suami dan istri, suami dan istri menerima 

penghargaan ini. Namun hal ini berarti mahar menjadi sangat sulit, karena 

mahar bukanlah syarat dan isi akad nikah yang harmonis, melainkan hanya 

salah satu dari hukum dan akibat akad nikah. Oleh karena itu, tidak wajib 

menyebutkan mahar selama ini, pernikahan, dan bahkan dianggap sebagai 

akad nikah yang sah. 

Dan kasus yang terjadi di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo ini 

yaitu di karenakan mempelai laki laki tidak membawa mas kawin berupa 

uang sejumlah 4 juta pada saat akad nikah, dan kemudian pihak dari keluarga 

perempuan tidak mau untuk melanjutkan pernikahan. Padahal mempelai laki 

laki sudah berjanji untuk membawa mas kawin tersebut,dan pada saat mau 

akad tidak membawa mas kawin. Kemudian keluarga perempuan meminta 

untuk membatalkan pernikahan tersebut , karena keluarga merasa malu 

kepada semua masyarakat di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. Dan 

terjadilah penceghan perkawinan karena tidak membawa mas kawin. 

Pernikahan yang terjadi di Desa Suwaluh dari pasangan A dan H 

merupakan sesuatu yang berbeda Karena tidak memberikan mahar yang pada 

umumnya adalah uang sejumlah 4 juta .Kenyatan ini melahirkan sesuatu yang 

baru dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum Islam di masa kini 

karena di kompilasi hukum Islam, Alquran dan hadis. Dan sudah jelas dari 
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kasus di atas melenceng karena tidak sesuai dengan hukum islam dan syarat 

syarat untuk melakukan pernikahan di karenakan tidak membawa mas kawin. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap  Perkawinan Tidak Membawa Mas 

Kawin di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo 

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberikan tuntunan bagi 

kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan kodrat multidimensi kehidupan, 

memiliki naluri seksual dan merupakan keturunan manusia untuk 

memperoleh tuntunan hidup dan perkawinan melalui penyelenggaraan 

peradaban dan penghormatan. Pernikahan adalah salah satu tradisi Nabi 

Muhammad dan syarat yang diperlukan untuk pembentukan keluarga Islam. 

Perkawinan dalam konsep Islam adalah ikatan fisik dan mental antara laki-

laki dan perempuan, dengan persetujuan kedua belah pihak yang dilandasi 

rasa cinta dan kasih sayang, mereka sepakat untuk hidup dalam ikatan 

kekeluargaan sebagai pasangan.5Hal ini dapat dilihat firman Allah dalam 

surat Ar-Ruum ayat 21 

ع ل  ب يْن كُمْ  ج  ا و  اجًا ل ت سْكُنوُا إ ل يْه  كُمْ أ زْو  نْ أ نْفسُ  ل ق  ل كُمْ م  نْ آي ات ه  أ نْ خ  م  ي اتٍ ل ق وْمٍ  و  ل ك  لَ  ةً ۚ إ نَّ ف ي ذ َٰ حْم  ر  دَّةً و  و  م 

{ {21ي ت ف كَّرُون   

 

 
5 Warna Hamid, Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih 

Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan, (Bandung: Insan Cendekia, 1999),  2. 
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Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteramkepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21 )6 

 

`  Dalam Islam, masalah perkawinan memiliki status khusus, karena 

perkawinan adalah landasan pembentukan keluarga, keluarga, suku, 

kelompok, dan negara akan terikat oleh keluarga untuk membangun rasa 

hormat di antara mereka. Oleh karena itu, umat Islam dengan tegas 

menentang ajaran yang membolehkan hidup tanpa nikah, meskipun tujuannya 

adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan diri.Namun 

secara umum, realisasi perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan kedua 

belah pihak dalam keluarga, keputusan calon pengantin, dan tanggung jawab 

terhadap mereka dan keturunannya.7 

Karena perkawinan menjadi salah satu rekomendasinya, para ahli 

akan mensyaratkan beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan 

akad nikah untuk mencegah orang mengambil larangan agama. Setiap orang 

tentunya berharap dapat membentuk keluarga yang diidamkan, yaitu antara 

keluarga yang saling mencintai, damai, damai, saling menyayangi dan 

menyayangi. Karena itu, orang yang mampu harus menikah dengan orang 

 
6  Al-Qur’an 30:21. 

 
7  Middad Yaljan, Potret Rumah Tangga Islami, (Bandung: Pustaka Manting, 1992),  18-19. 
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yang dipilihnya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Dimana menikah itu 

sendiri disyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup 

berumah tangga dan dengan ini didapatkan sakinah dalam hidupnya sampai 

akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang kekal.8 

Untuk membangun keluarga yang bahagia, orang yang sudah menikah 

dapat menempuh berbagai cara, salah satunya dengan cara yang diterapkan di 

Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, yang membutuhkan mahar. Bagi 

calon laki-laki untuk digunakan kelak bila tinggal di rumah. Sebelum atau 

sesudah menikah, adat ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Suwaluh , Kecamatan Balongbendo. 

Proses perkawinan di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, 

dimulai di Notok Lawang, dimana laki-laki melamar ke perempuan dan 

melakukan tawar-menawar, kemudian laki-laki tersebut harus menyerahkan 

mahar kepada perempuan sebagai syarat kelanjutan. Perkawinan, apabila 

syarat mahar tidak dapat dipenuhi maka perkawinan akan ditunda sampai 

laki-laki mampu memenuhi mas kawin dan menyetujui syarat bahwa 

perempuan akan menunggu, namun bila laki-laki tidak dapat memenuhi 

syarat mahar maka perkawinan dibatalkan, atau wanita tersebut tidak mau 

menunggu mahar, wanita tersebut menerima lamaran dari  pria lain yang 

dapat memenuhi persyaratan mas kawin. 

Peneliti meyakini bahwa pelaksanaan pernikahan hendaknya 

mencakup aspek hukum hak dan kewajiban bersama, serta bertujuan untuk 

 
8   Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, Islam, Etika dan Kesehatan, (Jakarta: CV. 

RaJawali, 2006),  294. 
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menjalin hubungan sosial atas dasar membantu dan memperoleh ketenangan 

batin, sehingga membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal. 

Kebahagiaan berarti penuh cinta, kasih sayang, dan memahami perbedaan 

satu sama lain. 

Pelaksanaan akad nikah terkadang membutuhkan pemberian mas 

kawin terlebih dahulu, dan terkadang mahar diserahkan bersamaan dengan 

penandatanganan akad nikah, atau sebelum akad nikah ditandatangani.9 

Pernikahan juga terlahir dari proses interaksi sosial, dimana laki-laki dan 

perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk 

bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan 

kasih sayang. 

Dapat dikatakan bahwa perkawinan, hubungan keluarga, urusan 

keluarga, urusan kemasyarakatan, pangkat dan urusan pribadi sangat berbeda 

satu sama lain menurut adat. Dalam masyarakat hukum yang terdiri dari 

orang-orang, yaitu desa-desa kecil dan komunitas regional, perkawinan para 

anggotanya merupakan salah satu peristiwa penting yang masuk ke dalam inti 

masyarakat, kemudian menjadi bagian dari individu. Profesi hukum akan 

mematuhi adat dan aturan yang berlaku untuk masyarakat.10 

Untuk menentukan besaran mahar maksimal atau minimal, Islam pada 

dasarnya tidak memberikan batasan yang jelas. Hal ini dikarenakan 

memberikan tingkat keterampilan interpersonal yang berbeda, selain itu harus 

dibarengi dengan kemauan dan kesepakatan semua pihak untuk menentukan 

 
9   Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 

2005), 106. 
10   Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2009),  23. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 
 

besarannya. Oleh karena itu, Islam memberikan jumlah mahar sesuai dengan 

kemampuan masing-masing individu, keluarga atau situasi dan tradisi 

masyarakat setempat. Semua teks yang memberikan informasi tentang mahar 

dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya mahar (mas kawin), berapapun 

jumlahnya. Oleh karena itu, mahar dapat berupa cincin emas, uang atau 

sesuatu yang berguna. 

 Terdapat perbedaan batasan mahar yang harus diberikan suami 

karena dua alasan:11Pertama, ambiguitas akad nikah itu sendiri terletak pada 

statusnya sebagai bentuk pertukaran, yaitu kesediaan untuk menerima 

kompensasi dalam jumlah kecil atau besar (seperti penjualan), dan statusnya 

sebagai aturan yang ditentukan. Dengan mahar, pria selalu bisa memiliki 

kelebihan sebagai wanita, dan pernikahan ibarat komunikasi. Namun sejauh 

menyangkut larangan penghapusan mahar, mahar itu serupa dengan ibadah. 

Kedua, adanya kontradiksi antara Ziyas yang menginginkan pembatasan 

mahar dan Hadis berilmu yang tidak ingin membatasi mahar. Qiyas yang 

membutuhkan pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah, dan 

ibadah memiliki peraturan. 

Mahar itu bisa berupa apa saja, yang penting dalam mahar adalah 

mahar yang diberikan itu mahar yang mendatangkan manfaat untuk istrinya, 

baik berupa uang, jasa, atau benda seperti cincin atau yang lainnya. Dalam 

mahar juga merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai dengan 

 
11Ibid.,  386-387. 
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kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai jumlah maharnya. 

Adapun firman Allah Sebagai berikut:  

نْهُ ن فْسًا  بْن  ل كُمْ ع نْ ش يْءٍ م  نَّ ن حْل ةً ۚ ف إ نْ ط  دقُ ات ه  آتوُا الن  س اء  ص  يئاً}و  ر  { 4ف كُلوُهُ ه ن يئاً م   

 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan.kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.‛ 

(An-Nisa’: 4).12 

Salah satu faktor penting dalam ini yaitu adanya kesepakatan kedua 

mempelai dan tentunya persetujuan dari calon istri, tidak berpatokan pada 

sedikit atau banyak mahar tersebut. Jadi apabila seorang istri tidak 

menyetujuinya dan ketetapan jumlah mahar itu tetap dilaksanakan, maka hal 

itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 dan tidak 

sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 4.  

 
12Ibid., 77.  
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Dimana pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam itu harus atas 

kesepakatan berdua, dan pada Q.S. An-Nisa’ ayat 4 itu harus menerima 

mahar dengan senang hati tanpa paksaan.Sedangkan menurut mazhab Hanafi 

memberi ukuran minimal mahar sebanyak 10 dirham.Sedangkan mazhab 

Maliki membatasi 3 dirham. Namun pada dasarnya, tidak ada dalil kuat yang 

dapat dijadikan dasar penetapan seperti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab 

Maliki, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. 

Pernikahan yang sederhana dengan suatu alasan asas mudah dan tidak 

mempersulit kedua mempelai.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

perempuan yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah 

pihak. Dalam hal menentukan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwasanya mahar semestinya 

sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah 

adanya pernikahan. 

Mahar dalam hukum Islam diatur dalam Alquran surah al Baqarah 

ayat 236:  

ت  عوُهُنَّ  م  ةً ۚ و  يض  ضُوا ل هُنَّ ف ر  سُّوهُنَّ أ وْ ت فْر  ا ل مْ ت م  لَّقْتمُُ الن  س اء  م  ل يْكُمْ إ نْ ط  ع ل ى  لَّ  جُن اح  ع 

ع  ق د رُهُ  ن ين  }الْمُوس  قًّا ع ل ى الْمُحْس  عْرُوف    ح  ت اعًا ب الْم  ع ل ى الْمُقْت ر  ق د رُهُ م  {623 و   

Artinya :tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu 

berikan suat mut‟ah (pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu 
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menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 

(pula), yaitu pemberian menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.13
 

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya pemberian mahar itu hukumnya 

wajib yang diberikan suami kepada istrinya. Jika seorang suami menceraikan 

istri-istri dan sebelum bercampur dengan mereka, maka si suami tidak wajib 

membayar mahar kepada sang istri. Dan perintah untuk memberikan suatu 

(pemberian) kepada sang istri sesuai kemampuan masing-masing sang suami. 

Menurut Ibnu Qayyim, jika istilah Maha dan Hidak berarti hadiah dari 

mempelai laki-laki kepada mempelai dalam perkawinan, fungsinya tidak 

berbeda. Istilah mas kawin hanya digunakan untuk urusan selain perkawinan 

karena istilah tersebut bersifat umum, seperti halnya shadaqah dan shadaqah 

sunnah yang sangat diperlukan. Shadaqah diwajibkan membayar zakat dan 

membayar mahar. 

Menurut Taqiyuddin: Disebutkan bahwa mahar adalah Sunni, jika 

tidak disebutkan maka perkawinan tetap sah dan suami wajib membayar mas 

kawin pendamping. Menurut definisi Sayyid Sabiq, mahar memiliki harta 

atau manfaat yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki atau perempuan 

melalui perkawinan atau watha.14 

 

 

 
13 Departemen Agama RI, Al Quran  dan Terjemahan, (Jakarta: CVJ-ART, 2004), 
14 Amir Syarifuddin ,hukum perkawinan islam di Indonesia (Kencana:2006),  22. 
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Kutipan di atas menegaskan bahwa mahar adalah tidak lain suatu 

pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang 

sangat di wajibkan penyebutannya.  

Hukum mahar ini ialah wajib, sebagaimana keterangan lanjutan kitab al-

Fiqh al-Manjhaji: 

داق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة الص

، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالَّتفاق باطل، والمهر لَّزم  .سورية مثلاُ، أو لم يسم  

 

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah 

sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 

1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat 

untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan 

tersebut batal, dan maskawin tetap wajib”. 

1. Menurut Imam Syarfi’i  

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Aliran Ahli 

Hukum Madinah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal 

jumlah mahar. Mereka percaya bahwa apapun yang dapat dibeli atau 

dijual atau memiliki nilai dapat digunakan sebagai mas kawin. Ibn 

Wahab, seorang sarjana mazhab Maliki, juga setuju dengan 

pandangan ini.15 

     2. Menurut Imam Malik  

 
15Mahbub, Tanya Jawab FikihSehari-hari (Jakarta:Kompas Gramedia, 2014), 106.  
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Imam Malik setuju untuk memberikan mas kawin.Menurut 

Imam Malik, seperempat dinar atau perak itu setara dengan tiga 

dirham, atau setara dengan perak, tiga dirham dalam skala atau 

makanan kaleng sama dengan salah satu dari keduanya.16 

3. Menurut Imam Abu Hanifah  

Imam Abu Hanifah percaya bahwa mahar adalah yang paling 

tidak pasti. Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Abu Hanifah), minimal 

mahar 10 dirham atau setara dengan mata uang.17 

Dari penjelasan di atas itu adalah tentang syarat-syarat mahar 

menurut ilmu fiqih. Dari beberapa argumen atau pandangan para ulama 

mazhab mulai dari Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, 

maka dalam argument argument tersebut adalah mempermudah tetang 

pemberian mahar‚ Barang siapa yang menghilangkan dari seorang 

Muslim penderitaannya dari penderitaan di dunia, maka Allah Swt akan 

menghilangkan penderitaanya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. 

Barangsiapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan 

karena terlilit hutang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di 

dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aibnya di dunia dan di 

akhirat. Allah Swt senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang 

hamba menolong saudaranya.‛ (HR Muslim)18 

 
16Ibid., 106. 
17Ibid., 106. 
18Bulughul Maram –Kitabul Jami’ –Bab Al-Birr wa Shilah / Hadits, 12. 
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Jadi menurut penulis dari pemaparan di atas tadi pernikahan harus 

di wajibkan untuk membawa mas kawin di karenakan itu adalah syarat 

syarat untuk menikah , jadi pemersalahan yang ada di pernikahan ini jelas 

melanggar syarat syarat pernikahan dan melenceng dari hukum islam. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

62 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kasus perkawinan tidak membawa mas kawin terjadi di Desa 

Suwaluh Kecamatan Balongbendo yang dialami oleh calon 

pasangan Heni dan Agus . Pada saat akan dilangsukan akad nikah 

pihak mempelai laki-laki tidak membawa mas kawin dan keluarga 

mempelai wanita membatalkan perkawinan. Padahal sebelumnya 

sudah ada perjanjian oleh kedua belah pihak tentang mahar 

tersebut. Karena tidak membawa mas kawin, terjadilah pencegahan 

perkawinan karena tidak membawa mas kawin. Dan dari 

permasalahan tersebut tentu tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melakukan pernikahan tersebut. 

2. Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwa untuk melakukan 

pernikahan harus membawa mas kawin. Karena mas kawin adalah 

salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. Dan dasar hukum 

yang di gunakan yaitu al Qur’an dan hadis serta KHI jadi dalam 

kasus yang di alami kedua calon mempelai tersebut telah 

melenceng menurut hukum islam karena perkawinanan tidak 

membawa mas kawin dan terjadilah pencegahan perkawinan di 

Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo. 
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B. Saran-Saran 

1.  Masyarakat Desa Suwaluh, Kecamatan balongbendo perlu mengubah    

paradigma dalam hal mahar, karena dalam membentuk keluarga sakina 

mawaddah warahmah tidak harus diukur dari materi yang melimpah dari 

calon suami namun juga keimanan dan rasa kasih sayang diantara kedua 

mempelai dan harus memperhatikan tentang syarat syarat pernikahan. 

2. Masyarakat perlu mengutamakan penyederhanaan prinsip-prinsip 

hukum Islam agar tidak membebani pelaksanaan hukum Islam.
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